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Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak dan 

berfungsinya norma hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Pedofilia 

merupakan suatu aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap 

anak di bawah umur untuk menjadi pasangan orang dewasa. Di Kabupaten 

Lampung Tengah terdapt seorang pelaku penyimpangan seksual yang telah diadili 

oleh putusan pengadilan No. 197/Pid.Sus/2018/PN.GnS. Permasalahan yang 

diteliti penulis adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim 

dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor Putusan No 

197/Pid.Sus/2018/PN.GnS dan Apakah putusan pengadilan pada perkara No 

197/Pid.Sus/2018/PN.GnS telah sesuai dengan pertanggungjawaban pidana.  

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. data yang digunakan berupa data primer 

dan data sekunder. metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah 

kepustakaan dan penelitian lapangan. Analis data yang digunakan analisis data 

kualitatif.  

 

Hasil penelitian menunjukan: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan tipu muslihat membujuk anak 

melakukan persetubuhan dengannya. dalam Putusan Nomor 197/ PID.SUS/ 2018/ 

PN.GnS. berdasarkan Dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, surat dan 

keterangan terdakwa (Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP) serta memperhatikan 

hukum yang hidup dimasyarakat. Sementara itu berdasarkan hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan Pelaksanaan Putusan Nomor 

197/PID.SUS/2018/PN. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: 

197/Pid.SuS/2018/PN.GnS telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana 

yakni menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. 

Pada diri terdakwa tidak ditemukan cacat mental atau kelainan jiwa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Perbuatan terdakwa yang melakukan 

persetubuhan terhadap dua anak korban telah memenuhi unsur delik yang  termuat 

dalam Pasal 81 ayat (2) ayat (5) Jo Pasal 76D Undang-Undang  Republik  

Indonesia  Nomor 17 tahun  2016 tentang Penetapan Peraturan  
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Penulis menyarankan hakim yang berwenang untuk mempertimbangkan Perppu 

Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satunya adalah hukuman kebiri 

kimia (chemical castration) ) dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi 

pelaku penyimpangan seksual pedofilia. Serta Perlu menjadi tanggung jawab 

bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk 

mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penyimpangan 

seksual pedofilia terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah 

meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing masing 

individu, mengawasi anak dengan intensif dan menjakatuhkan anak dari pengaruh 

kehidupan yang tidak baik. 
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LEGAL JUDGMENT CONSIDERATIONS IN FOLLOWING CRIME TO 
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Law enforcement is the process of making efforts to uphold and function legal 

norms in real life in society. Pedophilia is a sexual activity carried out by adults 

against minors to become an adult partner. The problem examined by the author is 

whether that is the basis of judicial legal considerations in imposing criminal 

penalties on the decision of the decision number No. 197 / Pid.Sus / 2018 / 

PN.GnS and whether the criminal verdict is imposed on case No. 197 / Pid.Sus / 

2018 / PN. GnS by the judge has fulfilled a sense of justice for the community. 

The problem approach in this study uses a normative juridical approach and an 

empirical juridical approach. the data used is in the form of primary data and 

secondary data. The method of data collection in this study is literature and field 

research. Data analysts used qualitative data analysis. 

 

The results of the study show: The basic consideration of the judge in dropping a 

criminal offense against the perpetrator of a crime is to deceive the child into 

intercourse with him. in Decision Number 197 / PID.SUS / 2018 / 

PN.GnS. Jurisdically based on public prosecution charges, witness statements, 

letters and statements of defendants (Article 183 and Article 184 of the Criminal 

Code) and pay attention to the laws that live in the community. Meanwhile, non-

juridical considerations are based on matters that are burdensome and alleviate the 

implementation of Decision Number 197 / PID.SUS / 2018 / PN.GnS that has not 

fulfilled a sense of justice, because in the decision the judge sentenced him to 12 

(twelve) years in prison and a fine of Rp. 000 (five hundred million rupiah) 

subsidies 3 months imprisonment other than that the perpetrator causes more than 

one victim (child). 
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